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Qanun Nomor 11 Tahun 2004 tentang retribusi izin mendirikan bangunan. Pasal 30 ayat (1) berbunyi â€œWajib Retribusi yang
tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau
denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutangâ€•. Namun pada kenyataannya banyak masyarakat Kota Banda Aceh
yang tidak membayar retribusi izin mendirikan bangunan, sehingga setiap tahunnya berdampak pada kerugian keuangan Kota
Banda Aceh.
Tujuan penulisan skripsi ini yaitu untuk menjelaskan faktor yang menyebabkan wajib retribusi tidak membayar retribusi bangunan,
kendala PPNS dalam penyidikan pelanggaran retribusi bangunan dan peran PPNS dalam menanggulangi kerugian keuangan daerah
akibat retribusi bangunan di Kota Banda Aceh.
Data diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan, penelitian kepustakaan menghasilkan data sekunder yaitu
dengan mempelajari buku, teori, perundang-undangan dan artikel serta tulisan ilmiah, sedangkan penelitian lapangan dilakukan
untuk memperoleh data primer, dengan melakukan wawancara dengan responden dan informan.
Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa faktor wajib retribusi tidak membayar retribusi karena ketidaktahuan adanya aturan
hukum, faktor ekonomi, faktor lingkungan dan rendahnya kesadaraan hukum masyarakat, maka disinilah tugas aparat penegak
hukum untuk memberikan pemahaman hukum kepada masyarakat. Kendala yang dialami oleh PPNS dalam penyidikan ialah
terbatasnya jumlah penyidik, tim pemerintah kota belum terpadu, jangka waktu teguran panjang, teguran penyidik sering diabaikan,
tidak adanya anggaran penindakan dan kurangnya sarana dan prasarana. Adapun peran PPNS dalam menanggulangi kerugian
keuangan daerah diantaranya sosialisasi bersama tim terpadu, koordinasi tim terpadu, pengawasan, teguran, pemanggilan pelanggar
dan eksekusi.
Disarankan agar masyarakat mematuhi ketentuan hukum IMB. Disarankan PPNS lebih rutin melakukan pengawasan serta
sosialisasi dan disarankan kepada Pemerintah Kota Banda Aceh untuk menambah jumlah penyidik serta membentuk tim khusus
IMB.
